
SUPRIYADI. SH. M.Pd
Pembina tingkat 1

NIP. 196409141991031012

An.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOTAPEKALONGAN
Sekretaris

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu besok pada:

Hari/ Tanggal: Jumat, 3 februari 2017

Jam: 08.00 WIB - Selesai

Acara: Rapat Intern (meeting) Pembentukan / Penyusunan SK
^^h^iiu. wav-/u)asH PPM rap-

Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) 13PM PTSP

Tempat: Aula DPM-PTSP Kota Pekalongan

Jl. Majapahit No. 1 Pekalongan

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Tempat

Yth. Karyawan/wati DPM.PTSP
Undangandi-

005/KepadaNomor
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SATU PINTU
Jl. Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 7925600 Fax. (0285) 420428

website: oss.pekalongankota.go.id email: oss@pekalongankota.go.id

PEKALONGAN 51111

Pekalongan, 2 Februari 2017

o



ENDANG LESTARI.SH

Hari: Jum'at

Tanggal: 3 Februari 20147

Jam: 08.00 WIB - Selesai

Acara: Rapat Intern (meeting) Pembentukan/Penyusunan SK

Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) DPM-PTSP

Kota Pekalongan

Tempat: Aula DPM PTSP Kota Pekalongan

Jl. MajapahitNo. 1 Pekalongan

Pimpinan Rapat   : Kepala Dinas DPM-PTSP

Peserta Rapat    : Terlampir di daftar hadir.

Hasil Rapat:

1.Seluruh Pejabat dan pegawai di lingkungan DPM-PTSP harus mempunyai komitmen dan

kerja keras untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersili Melayani (WBBM)

2.Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 (dua)

komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen Pengungkit meliputi 6 program bidang Manajemen Perubahan.Penataan

Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan

Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan

sasaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN serta

peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

Pekalongan, 3 Februari 2017

Notulen,

NOTULEN RAPAT
TIM PEMBANGUNAN ZONAINTEGRITAS DPM PTSP
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Hari: Jumat

Tanggal: 3 Februari 2017

Tempat: AulaDPM-PTSP

Acara: Rapat Intern ( meting) Pembentukan / Penyusunan SK.

Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) DPM-PTSP Kota Pekalongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jalan Majapahit Nomor 1 Pekalongan

SK TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

(WBBM)

DOKLMEN RENCANA KERJA PEMBANGl NAN ZONA INTEGRITAS
>PM-PTSP KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017



1.Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-undang Dasar Neggara    Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Mengingat

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Zl) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan pembangunan zona integritas menuju wilayah

bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). maka

dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju

wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dart melayani

(WBBM);

b.bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini

dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b

dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PEKALONGAN

NOMOR : ^fct    /t5-/ TAHUN2017

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. JI.Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428
Website : oss.pekalongankota.go.id e-mail: ossfijpekalonqankota qo.id

PEKALONGAN 51111



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA PEKALONGAN.

Pertama: Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Zl) menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman

Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Pekalongan dengan susunan

sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Kedua: Tugas Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

a.melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM);

b.berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan

tugas dimaksud;

c.melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

6.Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Strategi Naslonal pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang

tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;

7.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9.Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.



Drs.SUPRIONO.MM
Pemblna Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1010

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekalongan

Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Pekalongan.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dltetapkan dan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Oikeluarkan di: Pekalongan
Tanggal:Ji Pebruari 2017



Drs.SUPRIONO.MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekalongan
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JABATAN DALAM TIM

Staf pada bidang pelayanan perizinan

Staf pada Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

Ka.Sub.Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Ka.Seksi Pelaksanaan & Pengembangan PM

Ka.Seksi Pemrosesan dan Pendataan

Ka.Seksi Promosi PM

Ka.Seksi Kebijakan PM

Ka.Seksi Pengendalian PM

Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

Ka.Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Ka.Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan PM

Ka.Bidang Kebljakan dan Promosi PM

Ka.Bidang Pelayanan Perizinan

Sekretaris

Kepala Dinas
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Lampiran

KEPUTUSAN  KEPALA DINAS  PENANAMAN MODAL  DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN

Nomor   :  961/ i^Z^/ll/2017

Tentang : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BfROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PEKALONGAN.

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEYBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Zl) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KEPALA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN


